BAB Il1

PENUTUP

3.1.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis
menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Permenkumham 17/2018 maka pencatatan
pendaftaran CV yang semula didaftarkan di Pengadilan Negeri
beralih didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha
(SABU) pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

2. Akibat hukum terhadap pencatatan pendaftaran CV yang
salinannya hilang atau rusak, maka tidak mungkin secara Resmi
dapat didaftarkan dikarenakan ketentuan didalam Pasal 23 ayat (1)
tentang adanya kewajiban melampirkan cap stempel pada saat
pencatatan pendaftaran, sementara Pengadilan Negeri sejak
diberlakukannya Permenkumham 17/2018 sudah tidak lagi
melayani adanya pencatatan dalam bentuk apapun.

3. Akibat hukum terkait dengan CV yang tidak didaftarkan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun, secara hukum merupakan pendaftaran
yang resmi, hanya saja pendaftaran tersebut tidak dapat
menggunakan nama CV yang sudah ada didalam database SABU,
sebagaimana ditentukan pada Pasal 23 ayat 2 Permenkumham

17/2018.
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3.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seyogyanya memberikan sosialisasi secara intensif
kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku usaha terkait adanya
peraturan pendaftaran terhadap CV, Firma, dan Persekutuan
Perdata.

2. Seyogyanya Permenkumham 17/2018 lebih mengatur secara tegas
terkait dengan adanya penyimpangan pendaftaran sebagaimana
dipersyaratkan pada Pasal 23 ayat (1) yaitu tentang kewajiban
melampirkan cap stempel Pengadilan Negeri.

3. Saran kepada Notaris sebagai penerima kuasa pencatatan
pendaftaran CV agar dalam pencatatan pendaftaran benar-benar
mengindahkan ketentuan Pasal 23 Permenkumham 17/2018 dengan
melampirkan kebenaran bukti terdaftar di pengadilan negeri berupa
cap stempel pada salinan sebagai bukti pencatatan pendaftaran

tersebut.
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